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PENDAHULUAN

Hadirnya korporasi sebagai subyek hukum di Indonesia diiringi pula dengan lahirnya
berbagai macam dimensi kejahatan yang berkaitan dengan korporasi. Menurut Suparman Marzuki
sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, menyatakan bahwa: “Dimensi kriminal kejahatan korporasi di
Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan
intemasional. Dimensi ini terpolakan dalam bentuk-bentuk seperti, defrauding stockholders,
defrauding the public, defrauding the government, endangering the public welfare, endangering
employees, and illegal intervention in the political process.™ Berbagai macam serta luasnya dimensi
kejahatan korporasi tersebut menyebabkan perlu adanya pengaturan mengenai Kejahatan Korporasi
(corporate crime). Salah satu bentuk pengaturan yang diperlukan tersebut adalah mengenai pemilik
manfaat sebenarnya dari korporasi atau dikenal sebagai beneficial ownership.

Pentingnya pembahasan mengenai beneficial ownership, terutama bagi Indonesia
sangatlah dibutuhkan dalam penanganan dan pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan
kejahatan di bidang keuangan, seperti korupsi, pajak, pendanaan terorisme, dan pencucian uang.
Secara yuridis, pengaturan mengenai beneficial ownership dapat dilihat dari lahimya Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik
Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya akan disebut sebagai PerPres No. 13
tahun 2018). Salah satu pertimbangan yang melandasi lahimya PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut
adalah adanya ancaman bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan dapat mengancam
stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan serta membahayakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketentuan hukum dalam PerPres No. 13 tahun 2018, menentukan bahwa Pemilik Manfaat
adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris,
pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan
Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak
langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.” Berdasarkan definisi tersebut, dapat
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dilihat bahwa Pemilik Manfaat merupakan orang perseorangan yang memiliki kekuasaan sebenarnya
yang melebihi kewenangan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada
Korporasi.

Namun, identifikasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana diinginkan oleh
PerPres No. 13 tahun 2018 mengalami ketidak konsistenan dalam pengaturannya itu sendiri. Hal
tersebut dimulai dari ketentuan hukum bahwa Korporasi menetapkan sendiri Pemilik Manfaat dari
korporasi itu." Ketentuan hukum tersebut menimbulkan celah hukum yang dapat menyebabkan
keterbukaan informasi mengenai Pemilik Manfaat sebagaimana diharapkan oleh PerPres No. 13
tahun 2018 tidak dapat tercapai secara jujur dan secara sebenar-benarmya. Namun hal tersebut telah
coba diminimalisir dengan adanya pasal 13 PerPres No. 13 tahun 2018 yang menentukan bahwa
Instansi Berwenangjuga menentukan Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Ada tujuh jenis korporasi yang diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018, yaitu perseroan
terbatas (PT), Yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer (CV), persekutuan firma,
dan bentuk korporasi lainnya’ Masing-masing jenis korporasi tersebut memiliki pengaturan
penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam PerPres
No. 13tahun 2018 tersebut.

Pertu dipahami bahwa hadimya PerPres No. 13 tahun 2018 secara khusus ditujukan bagi
findak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, namun pengaturan yang ada di dalam
PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut sebenamya dapat dikaitkan kepada kejahatan korporasi secara
luas, tidak hanya terbatas pada pencucian uang atau pendanaan terorisme saja. Hal tersebut dapat
dilihat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018. QOleh sebab
itu, pembahasan mengenai PerPres No. 13 tahun 2018 tidak hanya mengenai tindak pidana tertentu
saja, namun lebih diutamakan pada kebutuhan untuk mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

PEMBAHASAN

1. Identifikasi Beneficial Ownershipdari Korporasi
Kontribusi yang diberikan oleh Korporasi terutama dalam bidang ekonomi telah
memberikan dampak yang positif, namun di sisi fain Korporasi juga dapat memberikan dampak negatif
seperti adanya tindak pidana di bidang korupsi, manipulasi pajak, pencucian uang baik secara
langsung maupun tidak langsung, bahkan Korporasi juga dapat melakukan tindak pidana pendanaan
terorisme. Menurut Setiyono, menyatakan bahwa:
Korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan
sumber daya alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh,
menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap
konsumen. Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa
diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat luas
haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.”
Berdasarkan hal tersebut, maka tidak dapat dinaifkan bahwa Korporasi dapat melakukan tindak
pidana demi mendapatkan keuntungan (anomie of success). Keuntungan tersebut seringkali tidak
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hanya dinikmati oleh Korporasi itu sendiri, namun juga dinikmati oleh orang perseorangan sebagai
pemilik sebenamya dari Korporasi (beneficial ownership). Oleh sebab itu, PerPres No. 13 tahun 2018
telah menentukan kriteria-kriteria Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Telah disebutkan sebelumnya, terdapat tujuh jenis pengaturan mengenai Korporasi.
Pertama, PerPres No. 13 tahun 2018 menentukan kriteria Pemilik Manfaat dari PT adalah orang
perseorangan yang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum
dalam Anggaran Dasar (AD) PT. Kepemilikan saham tersebut kemudian diikuti pula dengan kriteria
sebagai pemilik hak suara dalam PT, penerima keuntungan atau laba PT per tahun, serta memiliki
kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota
dewan komisaris. Kriteria-kriteria tersebut kemudian juga dibedakan terhadap orang perseorangan
yang tidak memenuhi kriteria tersebut namun tetap dianggap sebagai Pemilik Manfaat. Kriteria
tersebut kemudian diidentifikasi sebagai orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau
kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan PT tanpa perlu otoritas dari pihak manapun,
menerima manfaat dari PT, serta atau pemilik sebenamya dari dana atas kepemilikan saham PT,
Dengan demikian, terdapat dua kriteria dalam menentukan Pemilik Manfaat dari Korporasi serta
aturan tersebut berusaha lebih luas menjangkau kriteria orang perseorangan yang dapat dianggap
sebagai Pemilik Manfaat.

Kriteria Pemilik Manfaat dari Yayasan kemudian menentukan bahwa Pemilik Manfaat dari
Yayasan adalah orang perseorangan yang memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima
persen) pada Yayasan sebagaimana tercantum dalam AD, dan memiliki kewenangan untuk
mengangkat dan memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan. Selain itu, orang
perseorangan yang tidak memenuhi kriteria pertama sebagaimana diatur dalam PerPres No. 13 tahun
2018, yaitu orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi
atau mengendalikan Yayasan tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat
dari Yayasan, atau pemilik sebenarnya dari dana Yayasan, tetap dianggap sebagai Pemilik Mantaat.

Korporasi yang ketiga adalah Pemilik Manfaat dari perkumpuian. Pemilik Manfaat dari
perkumpulan adalah orang perseorangan yang memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% (dua puluh
lima persen) pada perkumpulan sebagaimana tercantum dalam AD, menerima hasil kegiatan usaha
dari keuntungan yang diperoleh tiap tahun, serta memiliki kewenangan untuk mengangkat atau
memberhentikan pengurus dan pengawas perkumpulan. Selain itu, kriteria kedua apabila orang
perseorangan tidak memenuhi kriteria pertama menentukan orang perseorangan yang memiliki
kewenangan atau kekuasaan mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus
mendapat otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat dari perkumpulan, atau merupakan pemilik
sebenarnya dari dana atas sumber pendanaan perkumpulan, dianggap juga sebagai Pemilik Manfaat.

Keempat, Pemilik Manfaat dari Koperasi yaitu orang perseorangan yang menerima hasil
usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan koperasi per tahun, dan/atau memiliki
kewenangan langsung maupun tidak langsung dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus dan
pengawas koperasi. Lebih fanjut, orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan
untuk mempengaruhi atau mengendalikan koperasi tanpa harus mendapat otoritas dari pihak
manapun, menerima manfaat dari koperasi, dan/atau pemilik sebenamnya dari dana atas modal
koperasi, dianggap juga sebagai Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Kelima, Pemilik Manfaat dari persekutuan komanditer yaitu orang perseorangan yang
memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan iebin dari 25% (dua puluh lima persen)
sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer, dan/atau menerima
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keuntungan lebih dari 25% dari keuntungan yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun. Selain
itu, orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau
mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun,
menerima manfaat, dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal dan/atau nilai
barang yang disetorkan pada persekutuan komanditer, juga dianggap sebagai Pemilik Manfaat.

Keenam, Pemilik Manfaat dari persekutuan firma menentukan bahwa Pemilik Manfaat
dalam persekutuan firma adalah orang perseorangan yang memiliki modal yang disetorkan lebih dari
25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan firma,
dan/atau menerima keuntungan febih dari 25% dari keuntungan persekutuan firma per tahun. Lebih
lanjut, orang perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau
mengendalikan persekutuan firma tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, menerima
manfaat, dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal pada persekutuan firma, juga
dianggap sebagai Pemilik Manfaat dari persekutuan firma.

Ketujuh, Pemilik Manfaat dari bentuk korporasi lainnya, merupakan orang perseorangan
yang memiliki modal baik dalam bentuk uang ataupun asset lainnya yang bernilai 25% (dua puluh lima
persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian korporasi, dan/atau menerima
keuntungan lebih dari 25% per tahun dari korporasi tersebut. Selain itu, orang perseorangan yang
memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan korporasi tanpa
harus mendapat otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat, dan/atau merupakan pemilik
sebenarnya dari dana atas modal yang disetorkan pada korporasi, juga dianggap sebagai Pemilik
Manfaat dari korporasi.

Berdasarkan identifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada ketujuh bentuk korporasi
yang diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman luasnya ruang
lingkup Pemilik Manfaat yang hendak dijangkau oleh PP tersebut. Terdapat dua kriteria umum dalam
menentukan Pemilik Manfaat yang kemudian diterapkan pada masing-masing bentuk Korporasi
dengan sifat kekhususannya masing-masing. Kedua kriteria tersebut dapat diterapkan berdasarkan
kebutuhan dalam korporasi dalam mengidentifikasikan Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Kriteria pertama adalah mengenai aturan batas minimal saham, modal, pendanaan,
ataupun kekayaan sebesar minimal 25% (dua puluh lima persen) yang dipakai sebagai batas
menentukan besarnya kekuasaan yang dimiliki ataupun keuntungan yang diterima sebagaimana
kemudian dicantumkan dalam AD ataupun perikatan pendirian persekutuan, serta memiliki
kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus ataupun pengawas Korporasi.
Kriteria kedua yang dapat diterapkan dalam mengidentifikasikan Pemilik Manfaat adalah orang
perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan
Korporasi tanpa perlu ada otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat dari Korporasi, dan/atau
pemilik sebenarnya dari dana atau sumber pendanaan dari Korporasi.

Kriteria kedua memifiki jangkauan yang lebih luas daripada kriteria pertama dan
merupakan kriteria yang berbeda dari kriteria pertama dalam menetapkan Pemilik Manfaat. Hal itu
disebabkan, pada kriteria pertama, ada syarat bahwa hal itu secara jelas telah tertulis di dalam AD
ataupun bentuk perikatan lainnya dalam pendirian Korporasi. Dengan demikian, pada kriteria kedua,
dimaksudkan untuk menjangkau orang perseorangan yang tidak termasuk pada syarat-syarat kriteria
pertama namun tetap memiliki kekuasaan ataupun kewenangan di Korporasi tersebut sehingga juga
dianggap sebagai Pemilik Manfaat.
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Telah disebutkan, bahwa Korporasi menentukan sendiri Pemilik Manfaat dari Korporasi
sebagaimana PerPres No. 13 tahun 2018 menentukari Korporasi menetapkan Pemilik Mantaat
berdasarkan informasi yang diperoleh melalui AD dan perubahannya dan/atau Akta Pendirian
Korporasi, dokumen RUPS atau dokumen rapat lainnya, informasi dari instansi yang berwenang,
lembaga-lembaga swasta dalam rangka pembelian saham PT, Lembaga-lembaga swasta yang
memberikan atau menyediakan manfaat dari Korporasi bagi Pemilik Manfaat, pernyataan pejabat atau
pengurus Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dokumen lainnya yang
menunjukan bahwa orang perseorangan tersebut sebagai Pemilik Manfaat, serta informasi lainnya
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan mengenai penetapan Pemilik Manfaat tidak hanya semata dilakukan oleh
Korporasi itu sendiri, namun Instansi Berwenang juga dapat menetapkan Pemilik Manfaat
berdasarkan penilaian yang dilakukan (pasal 13 PerPres No. 13 tahun 2018). Berdasarkan pasal 1
angka 3 PerPres No. 13 tahun 2018, menentukan bahwa Instansi Berwenang adalah instansi
pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan,
persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, atau lembaga yang
memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha korporasi. Terdapat empat Instansi
Berwenang yang diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018 ni, yaitu Kementerian dibidang hukum untuk
PT, Yayasan, dan perkumpulan; Kementerian dibidang koperasi dan usaha kecil-menengah untuk
Koperasi; Kementerian dibidang perdagangan untuk persekutuan komanditer, firma, dan bentuk
korporasi lainnya; serta Lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang
usaha Korporasi.

Korporasi dalam menetapkan Pemilik Manfaat wajib menerapkan prinsip mengenali
Pemilik Manfaat dari Korporasi. Prinsip tersebut terdiri dari identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat.
Penerapan prinsip tersebut dilakukan pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan,
persetujuan, atau perizinan usaha korporasi, serta saat Korporasi menjalankan usaha atau
kegiatannya. Prinsip tersebut juga meliputi pemutakhiran data mengenai perubahan-perubahan yang
dapatterjadi pada Pemilik Manfaat selama Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

Ketentuan-ketentuan hukum mengenai identifikasi Pemilik Manfaat beserta dengan
prinsip-prinsipnya serta kewenangan yang dimiliki oleh Instansi Berwenang menunjukan bahwa
PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut menghendaki adanya keterbukaan informasi dari Korporasi
mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi secara jujur dan sebenarnya. Dampak positif yang akan
ditimbulkan dengan adanya pengungkapan Pemilik Manfaat adalah adanya pengawasan yang lebih
adit terhadap kegiatan usaha Korporasi yang dilakukan oleh Instansi Berwenang. Namun, identifikasi
Pemilik Manfaat dari Korporasi tidak serta merta menghilangkan potensi kejahatan korporasi
(corporate crime), terutama dalam bidang tindak pidana keuangan, sebagaimana tujuan dari lahirmya
PerPres No. 13tahun 2018 tersebut,

Pengaturan mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam PerPres No. 13 tahun 2018
tersebut menentukan bahwa Korporasi dan/atau Instansi Berwenang, berdasarkan prinsip mengenali
Pemilik Manfaat serta hasil penilaian yang dilakukan, menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi.
Namun, ketentuan tersebut masih menimbulkan suatu celah hukum terutama bagi korporasi-korporasi
yang melakukan kejahatan korporasi. Korporasi dapat melakukan manipulasi data-data informasi
orang perseorangan sebagai Pemilik Manfaat dari Korporasi. Mengatasi celah hukum tersebut,
PerPres No. 13 tahun 2018 kemudian membebankan keterbukaan informasi mengenai Pemilik
Manfaat dari Korporasi pada kemampuan Instansi Berwenang untuk melakukan penilaian dan
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identifikasi berdasarkan audit terhadap Korporasi ataupun berdasarkan informasi dari lembaga
pemerintah atau swasta yang menglola data atau informasi mengenai Pemilik Manfaat, serta informasi
lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, penerapan PerPres No. 13tahun 2018 tersebut
akan mengalami tantangan dalam penegakan aturan serta konsistensi antar Instansi Berwenang dan
lembaga pemerintah atau swasta lainnya dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi
Korporasi. Terlebin lagi, PerPres No. 13 tahun 2018 hanya menjangkau pada tindak pidana di bidang
pencucian uang dan/atau tindak pidana di bidang pendanaan terorisme.” Hal tersebut dapat dilihat
dalam PerPres No. 13 tahun 2018 yang ketentuan hukum yang menentukan bahwa Instansi
Berwenang melakukan pengawasan berdasarkan resiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan
tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan demikian, PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut tidak akan
mampu digunakan untuk menjangkau Pemilik Manfaat dari Korporasi di dalam tindak pidana fainnya,
misalnya sajatindak pidana korupsi atau tindak pidana di bidang perpajakan.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Korporasi dalam Keterbukaan Informasi
Beneficial Ownership

Lahimya PerPres No. 13 tahun 2018 menginginkan adanya pencegahan dan
pemberantasan suatu Tindak Pidana tertentu dengan cara menerapkan prinsip dan identifikasi Pemilik
Mantaat dari Korporasi. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa Korporasi dapat menjadi
sarana, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan
Pemilik Manfaat dari Korporasi. Kejahatan korporasi sebagai organized crime diakui sebagai
kejahatan yang terdiri dari suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama mengikatkan diri
karena adanya kesamaan pandangan yang berlaku secara hirarki untuk mencapai suatu tujuan
dengan cara melawan hukum.’ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman
bahwa kejahatan korporasi terjadi secara terorganisir demi mencapai kesamaan fujuan secara
melawan hukum.

Berlandaskan pertimbangan sebagaimana diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018
tersebut, terdapat karakteristik kejahatan korporasi yang hendak dijangkau oleh PerPres No. 13 tahun
2018 tersebut. Ada tiga tipe kejahatan korporasi, yaitu a.) Crimes for Corporation; b.) Crimes against
Corporation; dan c.) Criminal Corporation.’ Menurut Setiyono sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali
menyatakan bahwa:

Crimes for corporation merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan

korporasi. Kejahatan terhadap korporasi (crimes against corporations atau employee

crimes), merupakan kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap
korporasi. Sedangkan criminal corporations adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan
dikendalikan untuk melakukan kejahatan.”
Berdasarkan figa tipe kejahatan korporasi yang kemudian dikaitkan dengan pengaturan yang
dilakukan oleh PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut, maka terdapat dua tipe kejahatan korporasi yang
hendak dijangkau oleh ketentuan hukum tersebut, yaitu crimes for corporation dan crimes against
corporation.

Indonesia, Peraturan Prasiden Nomor 13 tahun 2018 Tentang Panerapan Prnsip Mengenali Pamilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 23 ayat (3).

"Maheus Afi |, op.cit, h. 36.

*Hamzah Hatrik, “Asas Partanggungiawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia’, Raja Grafindo Persada, Jakaria, 1996, h. 41.

"Mahvus Ali, "Kejahatan Komoras”, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, h. 18. (selanjutnya disebut Mahrus Al ).
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Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan yang menentukan bahwa Pemilik Manfaat dapat
menggunakan Korporasi sebagai sarana baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap
tindak pidana tertentu. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat tersebut dapat
menyebabkan Korporasi sebagai korban (crimes against corporation) atau Korporasi sebagai pelaku
(crimes for corporation). Berdasarkan rumusan hadirnya urgensitas lahirya PerPres No. 13 tahun
2018 tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hadirmya
mekanisme keterbukaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi, PerPres No. 13 tahun
2018 tersebut mengharapkan adanya informasi yang akurat dan terkini untuk menjerat Pemilik
Manfaat dari Korporasi yang melakukan tindak pidana tertentu tersebut dengan menggunakan
Korporasi sebagai sarananya.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, maka sesungguhnya Korporasi dapat
diklasifikasikan sebagai korban atas terjadinya tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh Pemilik
Manfaat dari Korporasi. PerPres No. 13 tahun 2018 hendak menggali informasi secara akurat
mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi sehingga menjadi jelas orang perseorangan yang hendak
dimintai pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana. Namun hal tersebut menjadi tidak
bersesuaian dengan adanya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

Terdapat suatu doktrin yang mampu membatasi pertanggungjawaban pidana korporasi.
Sutan Remy Sjahdeini menyatakan: “...apabila suatu kontrak dibuat oleh perseroan tidak dalam
rangka maksud dan tujuan dari perseroan (beyond the abjects of the company), maka kontrak itu
disebut ultra vires the company, dan kontrak itu void (tidak sah atau batal demi hukum).”" Berdasarkan
pendapat tersebut, dokirin atau ajaran ultra vires ditujukan untuk melindungi atau membatasi
pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi.

Berkaitan dengan pengaturan dalam PerPres No. 13 tahun 2018, tidak ada batasan yang
jelas yang mampu dirumuskan oleh PerPres No. 13 tahun 2018 terhadap tujuan yang hendak dicapai
dengan adanya keterbukaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi terhadap Korporasi
itu sendiri. PerPres No. 13 tahun 2018 menghendaki adanya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana tertentu dengan cara menggali informasi secara akurat mengenai Pemilik Manfaat dari
Korporasi. Dengan demikian, perlu dirumuskan terlebih dahulu akibat atau perlindungan hukum yang
harus diberikan kepada Korporasi sebagai korban atas tindakan yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat
dari Korporasi.

Hal tersebut tentu berbeda dengan tipe kejahatan crimes for corporation. Posisi Korporasi
dalam permasalahan tersebut menempatkan Korporasi sebagai pelaku, sehingga jelas
pertanggungjawaban pidana korporasi yang hendak dimintakan. Pemilik Manfaat dari Korporasi
bersama dengan Korporasi itu sendiri berperan sebagai pelaku. Kedua hal ini perlu untuk
diidentifikasikan sendiri-sendiri, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap Pemilik
Manfaat dari Korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri. Sehingga dalam hal ini,
terdapat dua jenis pertanggungjawaban pidana yang hendak dijangkau dengan lahimya PerPres No.
13tahun 2018.

Kedua tipe kejahatan korporasi, baik itu crimes against corporation maupun crimes for
corporation, dalam PerPres No. 13 tahun 2018, menempatkan Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagai
subyek hukum yang ingin dijangkau dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Namun sebelum mampu menjangkau
Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam meminta pertanggungjawaban pidana, PerPres No. 13 tahun

"'Sutan Remy Sjahdeini, “Peranggungs Pidana K i", Grafii Pars, Jakarta, 2007, h 162,
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2018 tersebut masih belum secara jelas menentukan Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagai orang
perseorangan yang menyebabkan Korporasi sebagai pelaku atau justru menyebabkan Korporasi
sebagai korban dalam tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Keambiguan yang ada dalam rumusan PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut dapat dilihat
dari ketidak konsistenan tujuan yang hendak dicapai. Satu sisi, PerPres No. 13 tahun 2018
mengharapkan Korporasi berperan aktif menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi sehingga terjadi
keakuratan dan pemutakhiran data mengenai informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi. Namun,
PerPres No. 13 tahun 2018 juga menempatkan Korporasi sebagai subyek hukum yang bisa
melakukan tindak pidana tertentu, oleh sebab itu perlu adanya pengaturan mengenai Pemilik Manfaat
dari Korporasi. Dengan demikian telah terjadi kontradiksi terhadap aturan yang hendak diterapkan
kepada Korporasi dan Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang menentukan bahwa Korporasi akan
dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak menjalankan
PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut.” Dengan demikian terlihat bahwa beban kepatuhan terhadap
PerPres No. 13 tahun 2018 berada pada Korporasi. Tefah disebutkan juga sebelumnya bahwa
Korporasi yang menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan
hukum tersebut maka telah terjadi keambiguan tujuan hukum yang hendak dicapai.

Ketentuan hukum dalam PerPres No. 13 tahun 2018 mengatur mengenai identifikasi
Pemilik Manfaat dari Korporasi. Namun tidak menjelaskan, bagaimanakah akibat hukum tindakan
Pemilik Manfaat dari Korporasi terhadap Korporasi itu sendiri, sehingga terjadi pertentangan antara
penerapan tipe kejahatan crimes against corporation maupun crimes for corporation dalam PerPres
No. 13 tahun 2018 itu sendiri. Padahal sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, tindakan dari
Pemilik Manfaat dari Korporasi terhadap Korporasi dapat menimbulkan dua akibat yaitu Korporasi
sebagai pelaku ataupun Korporasi sebagai korban. Dengan demikian, tujuan agar mengenali Pemilik
Manfaat dari Korporasi berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tertentu,
dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi telah menimbulkan keambiguan sehingga
hal tersebut berpotensi mengaburkan tujuan pemberantasan tindak pidana tertentu yang hendak
dicapai.

Lahimya PerPres No. 13 tahun 2018 menghendaki adanya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan cara adanya pengaturan
tentang Pemilik Manfaat dari Korporasi. Namun, ketentuan hukum tersebut menyebabkan
problematika baru dalam menerapkan aturan terhadap Pemilik Manfaat dari Korporasi yang kemudian
terindikasi mefakukan tindak pidana tertentu. Satu sisi, aturan hukum tersebut hendak memberikan
perfindungan hukum kepada Korporasi karena dapat menjadi korban atas tindakan Pemilik Manfaat
dari Korporasi, namun di sisi lain, Korporasi dapat menjadi pelaku karena juga ikut menikmati hasil
tindak pidana yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Pengaturan tersebut dapat dilihat dari adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh
Korporasi, bahwa Korporasi dapat dijatuhkan pidana apabila Korporasi memperoleh keuntungan atau
mantaat dari tindak pidana tersebut, Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut,
dan/atau Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan.” Berdasarkan ketentuan hukum

“Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 24.

“Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 4
ayat (2}.
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tersebut, terdapat dualisme kepentingan yang hendak diterapkan oleh Korporasi. Pemilik Manfaat dari
Korporasi dapat membuat Korporasi ikut terfibat sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Korporasi
akan mengalami kesusahan dalam melindungi Korporasi itu sendiri menggunakan doktrin ultra vires,
sedangkan PerPres No. 13 tahun 2018 justru berusaha menjangkau Pemilik Manfaat dari Korporasi
yang mampu menggunakan Korporasi sebagai sarana dalam menikmati hasil tindak pidana tertentu.

PENUTUP

Pembahasan mengenai beneficial ownership, terufama bagi Indonesia sangatlah
dibutuhkan dalam penanganan dan pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan di
bidang keuangan. Secara yuridis, pengaturan mengenai beneficial ownership dapat dilihat dari
lahirnya PP No.13 tahun 2018. Salah satu pertimbangan yang melandasi lahimya PerPres No. 13
tahun 2018 tersebut adalah adanya ancaman bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan
dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan serta
membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemilik Manfaat atau Beneficial Ownership merupakan orang perseorangan yang memiliki

kekuasaan sebenarnya yang melebihi kewenangan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina,
atau pengawas pada Korporasi. Ada tujuh jenis korporasi yang diatur dalam PerPres No. 13 tahun
2018, yaitu perseroan terbatas (PT), Yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer (CV),
persekutuan firma, dan bentuk korporasilainnya.
Hadirnya PerPres No. 13 tahun 2018 secara khusus ditujukan bagi tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme, namun pengaturan yang ada di dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut
sebenarnya dapat dikaitkan kepada kejahatan korporasi secara luas, tidak hanya terbatas pada
pencucian uang atau pendanaan terorisme saja sehingga lebih diutamakan pada kebutuhan untuk
mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Tidak dapat dinafikan bahwa Korporasi dapat melakukan tindak pidana demi mendapatkan
keuntungan (anomie of success). Keuntungan tersebut seringkali tidak hanya dinikmati oleh Korporasi
itu sendiri, namun juga dinikmati oleh orang perseorangan sebagai pemilik sebenamya dari Korporasi
(beneficial ownership). Berdasarkan identifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada ketujuh bentuk
korporasi yang diatur dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut, terdapat dua kriteria umum dalam
menentukan Pemilik Manfaat yang kemudian diterapkan pada masing-masing bentuk Korporasi.

Kriteria pertama adalah mengenai aturan batas minimal saham, modal, pendanaan,
ataupun kekayaan yang dipakai sebagai batas menentukan besamya kekuasaan atau kewenangan
untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus ataupun pengawas Korporasi, serta orang
perseorangan yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan
Korporasi tanpa perlu ada otoritas dari pihak manapun. Kriteria kedua memiliki jangkauan yang lebih
luas daripada kriteria pertama dan merupakan kriteria yang berbeda dari kriteria pertama dalam
menetapkan Pemilik Manfaat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjangkau orang persearangan yang
tidak termasuk pada syarat-syarat kriteria pertama namun tetap memiliki kekuasaan ataupun
kewenangan di Korporasi tersebut sehingga perlu dianggap sebagai Pemilik Manfaat.

Korporasi dalam menetapkan Pemilik Manfaat wajib menerapkan prinsip mengenali
Pemilik Manfaat dari Korporasi. Prinsip tersebut terdiri dari identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat
sehingga adanya keterbukaan informasi dari Korporasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi
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secara jujur dan sebenamya. Lahimya PerPres No. 13 tahun 2018 menginginkan adanya pencegahan
dan pemberantasan suatu Tindak Pidana tertentu dengan cara menerapkan prinsip dan identifikasi
Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tertentu tersebut berkaitan dengan
keterbukaan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi. Ada tiga tipe kejahatan korporasi, yaitu a.)
Crimes for Corporation; b.) Crimes against Corporatiom, dan ¢.) Criminal Corporation. Berdasarkan tiga
tipe kejahatan korporasi yang kemudian dikaitkan dengan pengaturan yang dilakukan oleh PerPres
No. 13 tahun 2018 tersebut, maka terdapat dua tipe kejahatan korporasi yang hendak dijangkau oleh
ketentuan hukum tersebut, yaitu crimes for corporation dan crimes against corporation.

Kedua tipe kejahatan korporasi, baik itu crimes against corporation maupun crimes for
corporation, dalam PerPres No. 13 tahun 2018, menempatkan Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagai
subyek hukum yang ingin dijangkau dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Namun PerPres No. 13 tahun 2018 masih
belum mampu secara jelas memberi gambaran Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagai orang
perseorangan yang menyebabkan Korporasi sebagai pelaku atau justru menyebabkan Korporasi
sebagai korban dari tindakan yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Berdasarkan rumusan hadimya urgensitas lahimya PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut
berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. PerPres No. 13 tahun
2018 mengharapkan Korporasi berperan aktif menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi sehingga
terjadi keakuratan dan pemutakhiran data mengenai informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.
Dengan demikian PerPres No. 13 tahun 2018 menghendaki adanya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana tertentu dengan cara menggali informasi secara akurat mengenai Pemilik Manfaat dari
Korporasi. Namun, Korporasi juga ditempatkan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak
pidana tertentu. Dengan demikian, periu dirumuskan terlebih dahulu akibat atau perlindungan hukum
yang harus diberikan kepada Korporasi atas tindakan yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat dari
Korporasi.

Lahimya PerPres No. 13 tahun 2018 dalam menerapkan prinsip mengenali Pemilik
Manfaat masih belum mampu mencerminkan tujuannya dalam rangka tercapainya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana tertentu. Satu sisi, prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut belum memberikan gambaran yang jelas mengenai
kedudukan hukum Pemilik Manfaat dari Korporasi terhadap akibat hukum yang akan diterima oleh
Korporasi itu sendiri. Sisi yang lain, prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi menghendaki
adanya keterbukaan informasi sehingga pemerintah melalui Instansi Berwenang pada masing-masing
jenis Korporasi mampu menjangkau Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam tindak pidana tertentu.

Oleh sebab itu, lahimya PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut telah berusaha memenuhi
kebutuhan hukum terkait prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Pembahasan yang diatur
dalam PerPres No. 13 tahun 2018 tersebut sebenamya tidak hanya dibatasi dalam ruang lingkup
tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme saja, namun mengatur
mengenai prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi secara luas dan menyeluruh. Namun,
beberapa catatan ketidak konsistenan dalam penerapan tujuan hukum dari PerPres No. 13tahun 2018
tersebut menyebabkan adanya kontradiksi dalam penerapannya serta dalam pertanggungjawaban
pidana yang hendak dimintakan terhadap Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dengan demikian, perlu
adanya penyempurnaan terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam menerapkan aturan hukum
mengenai prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
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KATA PENGANTAR

mendirikan sebuah firma hukum yang bernama “MARTIN SURYANA & ASSOCIATES,

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS" belum lah cukup sebagai penanda
perjalanan karir yang paripuma. Pahit manis, timbul tenggelam, dan pasang surut perjalanan
serta pengalaman telah dilalui. Namun pengalaman demi pengalaman akan pupus dengan
berjalannya waktu. Kalimat bijak mengatakan “seorang ahli akan ferus dikenang lewat karya dan
tulisan-tulisan yang bermanfaat”.

Dua puluh tahun berkarir sebagai praktisi hukum dan Advokat serta dua belas tahun

“Praise the Lord", tidak ada kata yang lebih sempurna selain ucapan syukur kepada Tuhan Yang
Maha Besar atas terselesaikannya sebuah karya ilmiah yang merupakan penanda kematangan
berkarir dan berprofesi sebagai seorang Advokat dan praktisi hukum. Kumpulan catatan kritis ini
bukanlah puncak dari perjalanan karir sebagai seorang Advokat, tetapi justru merupakan awal
dari mimpi besar sebagai seorang ahli hukum yang tidak saja cakap di medan pertempuran dunia
hukum, melainkan juga mumpuni secara keilmuan di bidang hukum.

Terbitnya buku berjudul PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI INDONESIA: Kumpulan Catatan
Kritis, merupakan penerbitan perdana yang dilakukan bertepatan dengan hari jadi firma hukum
kami yang ke-12 yang jatuh pada tanggal 23 Agustus dan sekaligus re-branding MARTIN
SURYANA & ASSOCIATES. Bertepatan dengan momentum yang berbahagia tersebut, dengan
bangga kami mempersembahkan MS CENTRE FOR LAW sebagai awal membangun mimpi
besar dan idealisme hukum kami.

Tidak ada yang lebih atau paling hebat diantara kami semua, mulai dari jajaran Chairman, Senior
Associate, Associate, Lawyer, dan paralegal di “MARTIN SURYANA & ASSOCIATES" ingin
memberikan karya terbaik kami bagi para client secara khusus dan bagi masyarakat pencari
keadilan secara umum. Tulisan-tulisan berupa catatan kritis dari pengalaman profesional kami
dapat terwujud bukan saja karena semangat juang kami, namun juga berkat kegigihan serta
tangan dingin dari tim editor, yaitu Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H., dan Dr. Suhartati, SH.,
M.Hum. yang sekaligus merupakan arsitek dan founderMS CENTRE FORLAW.

Thanks so much for both of you, Guys!

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk semua penulis baik yang berafiliasi pada Martin
Suryana & Associates, Advocates and Legal Consultants maupun para akademisi dari
Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Ucapan terima kasih juga
diberikan kepada tim paralegal yaitu Louis Sleyvent Eliezer Tappangan, S.H., Chesa Effendi,
S.H., dan Rizki Istighfariana Achmadi, S.H. yang telah ikut membantu dalam proses pembuatan
buku ini, juga penerbit yang memungkinkan hadirnya buku ini ke tengah para pembaca. Buku ini
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dipersembahkan juga bagi kedua orang tua saya, ibu mertua dan almarhum ayah mertua, istri
tercinta, kedua buah hati saya, para guru, guru besar, dosen, dan para mentor serta senior saya
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah mendidik dan memungkinkan saya
dengan segala kekurangan dan kelebihan menjadi seorang Advokat.

“Tak ada gading yang fak retak’, tidak ada karya yang maha sempurna. Adagium ini merupakan
cerminan dari penerbitan buku ini. Semoga kumpulan catatan kritis ini bermanfaat bagi para client
yang kesemuanya bergerak di dunia bisnis maupun para pemerhati hukum, baik di dalam wilayah
Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Setidaknya, tulisan ini dapat memperkaya wawasan
hukum bisnis di Indonesia sekaligus diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran bagi
penyempurnaan pengaturan hukum, khususnya di bidang hukum bisnis di Indonesia.

Salam,

Dr. MARTIN SURYANA, S.H.,M.Hum.,
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PERSPEKTIF
HUI

DI INDONESIA

Kumpulan Catatan Kritis

Mengingat era globalisasi dan era Revolusi Industri 4.0 yang
menghadirkan perkembangan dunia bisnis dan industri yang
bergerak dengan pesat, hal ini juga sangat berpengaruh pada
perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Kejahatan pun muncul
dalam berbagai macam bentuk dan modus operandi sehingga
membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang tipologi, konsep dan
penanganan kejahatan yang telah berkembang tersebut. Buku ini
membahas berbagai kajian kritis baik dalam teori maupun praktek
hukum dalam hal-hal yang terkait dengan hukum bisnis, secara
spesifik yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan kejahatan
korporasi.

Buku ini dapat menjadi referensi bagi para pemerhati hukum,
akademisi, praktisi hukum maupun mahasiswa yang tertarik untuk
mempelajari tentang hukum bisnis khususnya terkait dengan
berbagai tipologi kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi di
Indonesia beserta penanggulangannya.

MS Centre for Law

ISBNA?8-602-0757-16-2

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav, 4
JI. Rajawall Gedongan Baru
PUBLISHING Banguntapan, Bantul-Yogyakarta - INDONESIA

Telp, 0274-451654, 0812 3781 8611
Literatur Hukum Indonesia E-mall; redaksigenta@yahoo.com 0 2017 5






